
 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A.  Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis 

paparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari data penulis peroleh di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Gugatan 

yang diajukan dalam kurun waktu 2016-2019 adalah 2781 Kasus, dari 

sejumlah itu ada 119 kasus yang diajukan dalam bentuk Gugatan 

Sederhana (Small Claim Court), ini berarti hanya 0,043% dari total 

Gugatan yang diajukan, dengan kata lain animo masyarakat 

memanfaatkan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) untuk 

penyelesaian sengketa itu masih kurang diminati, dan belum dirasakan 

telah memenuhi rasa keadilan. 

2. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penyelesaian sengketa 

dilaksanakan sebagai berikut: a). Pendaftaran Gugatan; b). Pemeriksaan 

kelengkapan gugatan sederhana; c). Penetapan hakim dan penunjukan 

panitera pengganti; d). Pemeriksaan pendahuluan; e). penetapan hari 

sidang dan pemanggilan para pihak; f). Pemeriksaan sidang dan 

perdamaian; g). Pembuktian; h).  Putusan; i).  Keberatan / eksekusi. 

Dalam Pasal 5 ayat (3) yang dimana penyelesaian gugatan sederhana 

paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama, namun yang terjadi dalam 

penyelesaian perkara tersebut melebihi waktu yang telah ditetapkan oleh 

Perma Nomor 2 Tahun 2015. Sehingga dapat disimpulkan bahwa majelis 

hakim dalam perkara aquo tidak menerapkan prinsip penyelesaian 

gugatan sederhana dengan maksimal. 
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B.  Saran 

1. Penyelesaian Gugatan Sederhana atau Small Claim Court juga masih 

terdengar asing untuk masyarakat awam, dengan belum adanya perkara 

yang teregister sebagai perkara dengan obyek gugatan sederhana. 

Masyarakat kebanyakan masih memilih penyelesaian sengketa perdata 

dengan acara biasa yang memerlukan waktu lama karena masih belum 

memahami lebih dalam tentang penyelesaian gugatan sederhana tersebut. 

Sejauh ini Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya memberikan 

sosialisasi terhadap masyarakat luas melalui media online saja, sehingga 

dampaknya masyarakat yang mengetahui proses penyelesaian gugtaan 

sederhana masih cukup sedikit. Mahkamah Agung republik Indonesia 

hendaknya memperluas jangkauan sosialisasi terhadap penyelesaian 

gugatan sederhana ini agar masyarakat memahami secara luas bagaimana 

prosedur dan tata cara mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan. 

2 Mahkamah Agung Republik Indonesia hendaknya mempertimbangkan 

secara matang terkait jangka waktu pemeriksaan dari penyelesaian Gugatan 

Sederhana ini. Apakah mungkin jika suatu gugatan yang diajukan ke 

Pengadilan diperiksa hingga diputus hanya dalam 25 (dua puluh lima) hari. 

Efesiensi dan Efektifitas perlu diperhatikan terkait waktu pemeriksaan dan 

nominal obyek yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian 

Gugatan Sederhana. 
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